LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1995 SERI : B NO : 4

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 19%4

TENTANG

IURAN PELAYANAN IRIGASI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk menjamin
tersedianya air irigasi, maka masyarakat
pemakai jasa irigasi perlu diikutsertakan
untuk membiayai kegiatan operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dalam bentuk Iuran
Pelayanan Irigasi;
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b.
Mengingat 1

2.

3.

4.

5.
184

bahwa berhubung dengan itu dan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran
Pelayanan Irigasi jis Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan In-
gasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelak-
sanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelak-
sanaan Iuran Pelayanan Irigasi, dipandang
periu menetapkan Yuran Pelayanan Irigasi
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
yang pengaturannya dituangkan dalam
Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Jawa Te-
ngah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah; ‘
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 twentang Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;




10.

.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982 tentang Tata Pengaturan Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
1982 tentang Irigasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
Kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Peng-
airan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan
Jaringan Irigast);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984
tentang Pembinaan Perkumpulan Petani
Pemakai Air;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1992 tentang luran Pelayanan
Irigasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan
Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai
Air;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan luran
Pelayanan Irigasi;

185




15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran
Pelayanan Irigasi;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
dan Peraturan Daerah Perubahan:

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988
tentang Pola Tanam,;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
[ Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990
tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH TENTANG
TURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Pemerintah Daerah "adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah;

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah;

. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Ka-

bupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I di Jawa Tengah;

Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati /
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;

Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR
adalah iuran yang dipungut dari Petani Pemakai Air atas
jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
yang besarnya didasarkan atas musyawarah dengan Petani
Pemakai Air;

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian ;

. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang

merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan
air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian,
pemberian, dan penggunaannya;

Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi dengan luas
areal yang diairi kurang dari 500 (lima ratus) hektar dan

tercatat dalam Buku Inventarisasi Daerah Irigasi Dinas ..

Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah ngkatl
Jawa Tengah;
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i. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air
dari satu jaringan irigasi;

j. Petani Pemakai Air adalah penggarap lahan yang dalam
menjalankan usahanya mendapat air dari jaringan irigasi;

k. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang
selanjutnya disebut P3A DHARMA TIRTA adalah wadah
perkumpulan dari petani atau kelompok tani yang
mengelola air irigasi dalam suatu petak tersier atau daerah
irigasi pedesaan;

. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA
TIRTA yang selanjutnya disingkat Gabungan P3A
DHARMA TIRTA adalah perkumpulan yang beranggota-
kan P3A DHARMA TIRTA yang berada didalam satu
jaringan irigasi sekunder.

BAB II
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 2
Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkapnya mulai dari
bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier percon-
tohan sepanjang 50 (lima puluh) meter sesudah bangunan
sadap, termasuk jaringan irigasi kecil yang belum diserahkan
kepada P3A DHARMA TIRTA, pelaksanaan operasi dan

pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

Untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Petani Pemakai Air




di Daerah Irigasi diikutsertakan menanggung pembiayaannya
dengan membayar IPAIR.

Pasal 4

Daerah Irigasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah
Daerah Irigasi yang telah siap dioperasi, meliputi :
a. yang luasnya 500 (lima ratus) hektar atau lebih;
b. yang luasnya kurang dari 500 (lima ratus) hektar, dan

pengelolaannya belum diserahkan kepada P3A DHARMA
TIRTA,

BAB Il
BADAN MUSYAWARAH IPAIR

Pasal §

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan IPAIR, di Daerah Tingkat
II dibentuk Badan Musyawarah IPAIR yang Susunan
Keanggotaannya terdiri dari Unsur Instansi terkait dan
wakil Gabungan P3A DHARMA TIRTA dari masing-
masing Daerah Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Tugas Badan Musyawarah IPAIR dimaksud ayat (1) Pasal
ini adalah : ,

a. Menyusun uraian tugas dan mekanisme kerja dari
masing-masing Anggota;

b. Memberikan saran pertimbangan mengenai besarnya
IPAIR, pemberian pembebasan atau keringanan,
pembagian upah pungut, dan penerapan sanksi atas
kealpaan pembayaran IPAIR;

189




¢. Mengkoordinasikan, memantau, membina, dan mengeva-
luasi pelaksanaan program IPAIR ;

d. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam
pelaksanaannya;

e. Merencanakan dan menyusun tata laksana penggunaan
dana IPAIR.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Musyawarah
IPAIR berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dite-
tapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB 1V
IPAIR

Bagian Pertama
Penetapan IPAIR

Pasal 6

(1) Besarnya IPAIR untuk masing-masing Daerah Irigasi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikotamadya
Kepala Daerah berdasarkan saran pertimbangan dari
Badan Musyawarah IPAIR dengan memperhatikan hai-hal
sebagai berikut : '

a. Kebutuhan nyata pembiayaan operaé.i dan peme-
liharaan jaringan irigasi yang bersangkutan,
Keadaan sosial ekonomi petani;

Kelangkaan air tiap musim;

Keandalan suplai air;

o a0 o

Jenis komoditi yang ditanam.
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3

(1)

(2)

(1)

Penetapan besarnya IPAIR yang dimaksud ayat (1) Pasal
ini dihitung berdasarkan rumusan dengan mempertim-
bangkan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor penerapan iuran;

b. Faktor orientasi pejayanan;
¢. Dasar iuran per hektar;

d. Biaya pungut

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan IPAIR

Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan IPAIR kepada Petani Pemakai
Air dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II

Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Walikotamadya
Daerah Tingkat II dikoordinir dan dibantu oleh Kepala
Desa / Kelurahan yang bersangkutan dan bekerjasama
dengan P3A DHARMA TIRTA.

Bagian Ketiga
Penggunaan IPAIR

Pasal 8

IPAIR yang akan dipungut adalah :

a. Tarif IPAIR sepenuhnya dipergunakan untuk biaya
operasi dan pemeliharaan irigasi.
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b. Biaya pemungutan yang terdiri dari biaya administrasi

dan upah pungut setinggi-tingginya 20% (duapuluh
perseratus) dari besarnya IPAIR yang akan dipungut
dan setinggi-tingginya 25% (duapuluh lima perseratus)
dari besarnya tarif IPAIR.

(2) Biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dimaksud ayat (1)
huruf a Pasal ini merupakan pengeluaran-pengeluaran
untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
utama, yaitu :

a.

Pengoperasian pintu-pintu air;

b. Pengadaan bahan-bahan dan alat-alat kecil;

¢. Pemeliharaan rutin;

d.

e. Peningkatan jaringan irigasi beserta bangunan pe-

Perbaikan kecil;

lengkapnya.

(3) Biaya administrasi dan upah pungut dimaksud ayat (1)
huruf b Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah setinggi-tingginya 20%
(dua puluh perseratus) dari realisasi penerimaan IPAIR,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a.
b.

untuk biaya administrasi sebesar 5% (lima perseratus);

untuk upah pungut sebesar 15% (lima belas persera-
ws).

(4) Penerimaan dan pengeluaran JPAIR dimasukkan pada pos
Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah
Tingkat II.
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Bagian Keempat
Pembebasan / Keringanan IPAIR

Pasal 9

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud Pasal 3
Peraturan Daerah ini, Petani Pemakai Air dapat diberi
pembebasan atan keringanan dari kewajiban membayar
IPAIR apabila sawahnya tidak menghasilkan dan/ atau
luas lahannya 0,1 (satu persepuluh) hektar kebawah.

(2) Untuk mendapatkan pembebasan atau keringangan IPAIR
dimaksud ayat (1) Pasal ini, petani Pemakai Air harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah melalui badan Musya-
warah IPAIR.

(3) Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
saran pertimbangan dari Badan Musyawarah IPAIR
menetapkan pembebasan atau keringanan kepada Petani
Pemakai Air yang bersangkutan dari kewajiban membayar
IPAIR.

Bagian Kelima
Biaya Tambahan
Pasal 10

Petani Pemakai Air yang terlambat membayar [PAIR
dikenakan biaya tambahan sebesar 0,5% (setengah perseratus)
untuk tiap bulan kelambatan dan setinggi-tingginya 3% (tiga
perseratus) dari IPAIR yang terhutang.
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BAB V
PELAKSANAAN IPAIR

Pasal 11

(1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk seluruh Daerah Irigasi
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

(2) Pentahapan pelaksanaan IPAIR di daerah irigasi dimaksud
ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan IPAIR oleh Pemerintah Daerah dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai Tugas
Pembantuan.

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bertanggungjawab
atas pelaksanaan IPAIR.

(3) Bupati / Walikotmadya Kepala Daerah menyampaikan
laporan setiap masa tanam dan tahunan atau sewaktu-

waktu apabila dipandang perlu mengenai pelaksanaan
IPAIR di Daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Apabila jaringan irigasi mencakup dua atau lebih wilayah
Pemerintah Daerah Tingkat II dalam wilayah kerja
Pembantu Gubernur, maka pelaksanaan IPAIR dikoordi-
nasikan oleh Pembantu Gubernur.

(2) Apabila jaringan irigasi mencakup dua atau lebih wilayah
Pemerintah Daerah Tingkat II dalam dua atau lebih
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wilayah kerja Pembantu Gubernur, maka pelaksanaan
IPAIR dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan IPAIR
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

_ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan Di  :  Semarang
Pada tanggad  : 31 Marer 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |

PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KETUA.
td.
td.
Drs. K. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 977.611.33 - 159 tanggal 17 Pebruari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah.

Nomor : 12 Tanggal : 20 Juni 1995
Seri : B Nomor : 4

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP. 010052851
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG

JURAN PELAYANAN IRIGASI DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Penga-
turan Air jis ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan
ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah,
menetapkan bahwa jaringan irigasi beserta bangunan
pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai
pada saluran tersier percontohan sepanjang 50 (lima
puluh) meter sesudah bangunan sadap, termasuk jaringan
irigasi kecil yang belum diserahkan kepada Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A DHARMA TIRTA), pelak-
sanaan eksploitasi dan pemeliharaan menjadi tugas dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Seianjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air jis ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi,
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ketentuan diktum PERTAMA angka 4 Instruksi Presiden
Nomor- 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi) dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, menetapkan bahwa masyarakat yang memperoleh
manfaat langsung dengan adanya jaringan irigasi dapat
diikutsertakan menanggung biaya eksploitasi dan peme-
liharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya
dalam bentuk iuran.

Iuran tersebut pada hakekatnya adalah iuran yang
ditetapkan oleh petani dan untuk kepentingan petani
sendiri, dengan demikian iuran dari petani tersebut tidak
mengurangi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah dalam pelaksanaan operasi
(eksploitasi) dan pemeliharaan jaringan irigasi dan
bangunan pelengkapnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Iuran
Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan, telah
ditunjuk 4 (empat) Daerah Tingkat II di Indonesia sebagai
daerah uji coba pelaksanaan Iuran Felayanan Irigasi,
yaitu :

a. Kabupaten Daerah Tingkat Il Subang Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat;

b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Propinsi
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;




c. Kabupaten Daerah Tingkat I Nganjuk Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur;

d. Kabupaten Daerah Tingkat II Sidengreng Rapang
(Sidrap) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan,

dan untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tersebut, di Jawa Tengah
telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 April 1990 Nomor 611/
18/1990 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo sebagai Daerah Uji Coba Pelaksanaan Iuran
Pelayanan Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Dengan pertimbangan bahwa dari hasil uji coba
pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi di 4 (empat) Daerah
Tingkat II tersebut, ternyata masyarakat Petani Pemakai
Air mampu untuk membayar Iuran Pelayanan Irigasi.
Selanjutnya dalam rangka usaha untuk mempertahankan
swasembada pangan serta menjamin tersedianya air
irigasi, maka Pemerintah memandang perlu mengeluarkan
kebijaksanaan untuk mengikutsertakan Petani Pemakai Air
agar turut serta menanggung biaya operasi dan peme-
liharaan jaringan irigasi dalam bentuk Iuran Pelayanan
Irigasi, dengan menerbitkan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992
tentang Iuran Pelayanan Irigasi;

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi;

¢. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992
tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran

Pelayanan Irigasi.

Kemudian dalam rangka untuk melaksanakan Pera-
turan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam
Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut
diatas, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah memandang perlu untuk menetapkan Iuran
Pelayanan Irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam bentuk
Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : - Yang dimaksud saluran tersier
percontohan adalah model saluran
tersier yang dibangun Pemerintah
Daerah menurut kriteria teknik
perencanaan irigasi agar dapat
dijadikan contoh bagi P3A
DHARMA TIRTA dalam mem-
bangun saluran tersier selanjutnya.

- Yang dimaksud dengan bangunan
sadap adalah bangunan air untuk
menyadap air irigasi dari saluran
induk ataw sekunder ke saluran

tersier.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan daerah irigasi

yang telah siap dioperasikan adalah:
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Pasal 5
ayat (1)

ayat (2) dan

ayat (3)
Pasal 6

ayat (1)

ayat (2)

T

- Daerah irigasi baru yang dinyatakan
selesai pembangunannya;

- Daerah Irigasi yang telah selesai
direhabilitasi / upgrading / peme-
liharaan khusus.

: Yang dimaksud dengan Wakil

Gabungan P3A DHARMA TIRTA
dari masing-masing daerah irigasi
adalah wakil-wakil dari P3A masing-
masing daerah irigasi yang berada di
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II dan banyaknya ditetapkan dengan
mendasarkan pada karakteristik
pembagian air masing-masing Daerah
Irigasi, sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang dan sebanyak-banyaknya 4
(empat) orang.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
. Yang dimaksud dengan rumusan

ketetapan besarnya IPAIR adalah :

I = Besarnya IPAIR dalam Rp./
Ha/Th.

P = Faktor penerapan.
FOP = Faktor Orientasi Pelayanan.
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Pasal 7
Pasal 8

202

ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)

IRP = Iuran Rerata Pokok.

Kebutuhan nyata pem-
biayaan O & P Jaringan
Irigasi yang bersangkutan
dibagi luas areal yang
diairi.

B = Biaya pungut.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

huruf a:
huruf b:

huruf ¢ :

huruf d :

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengadaan
bahan-bahan dan alat-alat kecil,
misalnya bahan-bahan bangunan,
cat, pelumas, peralatan kerja
lapangan (cangkul, sekop dan
sebagainya).

Yang dimaksud dengan pemeliharaan
rutin, misalnya pelumasan pintu
air, pembersihan rumput, gali waled
dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan perbaikan
kecil, misalnya perbaikan tambal

. sulam, normalisasi saluran dan

huruf e :

huruf a :

sebagainya.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan biaya




administrasi adalah biaya-biaya untuk
keperluan alat-alat tulis, cetakan,
honor dan perjalanan.

huruf b : yang dimaksud dengan upah pungut
adalah vang yang diberikan kepada
petugas pemungut IPAIR.

ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 9 s/d
Pasal 16 : Cukup jelas.
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